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ABSTRAK 

 

Putri Nadya Azahra, (2025): Peran Kepolisian dalam Meningkatkan 

Kesadaran Hukum Masyarakat untuk 

Mencegah Tindak Pidana Main Hakim 

Sendiri (Eigenrechting) di Wilayah 

Hukum Kepolisian Resort Kabupaten 

Kampar 

 

Fenomena main hakim sendiri (eigenrichting) masih sering terjadi di 

wilayah Kabupaten Kampar, terutama dalam kasus-kasus pencurian ringan dan 

konflik antarwarga. Hal ini menunjukkan masih rendahnya kesadaran hukum 

masyarakat dan ketidakpercayaan terhadap mekanisme hukum formal. Kondisi ini 

menjadi tantangan serius bagi aparat penegak hukum, khususnya kepolisian, 

dalam menjaga ketertiban dan keadilan di masyarakat. Penelitian ini bertujuan 

untuk menganalisis peran kepolisian, khususnya Bhabinkamtibmas, dalam 

meningkatkan kesadaran hukum masyarakat untuk mencegah tindakan main 

hakim sendiri.  

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis yang 

juga dikenal dengan penelitian hukum empiris. Pendekatan penelitian yang 

digunakan adalah pendekatan kualitatif, sedangkan sifatnya ialah deskriptif 

analisis. Analisis data menggunakan metode analisis kualitatif, dengan 

pengumpulan data melalui wawancara dengan aparat kepolisian, masyarakat, dan 

di dukung oleh data skunder dari dokumen resmi.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan main hakim sendiri masih 

sering terjadi di Kabupaten Kampar, dengan total 133 kasus dari tahun 2021 

hingga 2024. Salah satu kasus menonjol terjadi pada Agustus 2020, di mana 

seorang warga yang diduga mencuri dianiaya hingga meninggal dunia. Perbuatan 

ini melanggar Pasal 170 dan Pasal 351 KUHP, serta Pasal 33 UU No. 39 Tahun 

1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menjamin hak setiap orang untuk 

memperoleh perlindungan hukum.. Untuk mencegah hal serupa, kepolisian 

melalui Bhabinkamtibmas melakukan penyuluhan hukum seperti Jumat Curhat, 

Minggu Kasih, dan sosialisasi dari rumah ke rumah. Upaya ini sesuai dengan 

Pasal 14 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, yang menegaskan 

tugas pembinaan masyarakat dalam meningkatkan kesadaran dan ketaatan hukum. 

Namun, pelaksanaan peran ini masih menghadapi hambatan seperti tidak 

menjangkau seluruh wilayah dalam penyuluhan, rendahnya tingkat pendidikan 

dan pemahaman hukum masyarakat, ketidakpercayaan terhadap aparat, serta 

pengaruh budaya lokal yang kurang mendukung penegakan hukum. Temuan ini 

menunjukkan bahwa penting bagi kepolisian untuk meningkatkan kemampuan 

dalam berkomunikasi dan menerapkan pendekatan yang lebih humanis, agar dapat 

membangun kepercayaan masyarakat serta mewujudkan penegakan hukum yang 

adil dan berkelanjutan. 

 

Kata Kunci: Peran, Kesadaran Hukum, Main Hakim Sendiri
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia sebagai negara hukum mengharuskan semua tindakan didasarkan 

pada hukum, sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) Amandemen Undang-undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "Negara 

Indonesia adalah Negara Hukum".
1
 Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban 

untuk melindungi hak-hak warga negara, termasuk hak atas kehidupan layak dan 

persamaan kedudukan di mata hukum. Namun realita hukum pidana di 

masyarakat tidak semudah seperti yang disampiakan di atas, banyak permasalahan 

yang kompleks dan bermunculan, diantaranya adalah permasalahan tindak pidana 

yang semakin berkembang dan bervariasi, seiring dengan perkembangan 

masyarakat menuju era modern. 

Salah satu cara untuk memperjuangkan hak dan kewajiban setiap warga 

negara adalah melalui upaya hukum, sementara keadilan, dalam teori hukum, 

menjadi tujuan. Hukum dianggap sebagai aturan main dalam interaksi manusia 

dalam konteks hidup berbangsa dan bernegara. Untuk memastikan penghargaan 

terhadap hukum, diperlukan keberwibawaan agar dipatuhi oleh semua pihak. 

Namun dalam kenyataannya masyarakat cenderung tidak patuh pada hukum 

karena wibawa hukum “tidak ada”.
2
 

 

                                                           
1
   Indonesia, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3) 

2
 Kiki Kristanto, “Perbuatan Eigen Righting (Main Hakim Sendiri) Dalam Perspektif 

Hukum Pidana,” Morality : Jurnal Ilmu Hukum 2, no. 2 (2015). 
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Wibawa hukum sebagian besar terletak pada konsistensi para penegak 

hukum itu sendiri yang memang dirasakan kurang berwibawa. Dengan kondisi 

demikian, “hukum” tidak lagi memberikan kepastian bagi seseorang untuk 

memperoleh haknya, atau kalau “hukum” tidak lagi dapat dipercaya sebagai cara 

terhormat untuk memperoleh keadilan, maka dapat dipastikan masyarakat akan 

cenderung menggunakan cara yang kedua yaitu dengan menggunakan 

“kekerasan” dengan cara “main hakim sendiri” (eigenrechting). Merujuk pendapat 

M. Sobary, “yang mempertanyakan dari manakah datangnya tindak kekerasan? 

Menurutnya, boleh jadi dari tindak kekerasan juga, karena jarang sebuah 

kelembutan dan cinta berbuah kekerasan. Kekerasan, dengan kata lain adalah hasil 

ulah manusia sendiri”.
3
 

Eigenrichting, menurut Professor Donald Black, adalah situasi di mana 

masyarakat mengambil alih pengendalian sosial karena pemerintah dianggap tidak 

menjalankan keadilan masyarakat.
4
 Ini berarti main hakim sendiri merupakan 

tindakan sewenang-wenang, tanpa persetujuan pihak terkait, yang melibatkan 

sanksi oleh perseorangan terhadap terduga pelaku tindak pidana yang tertangkap 

tangan. Ciri-ciri perbuatan ini melibatkan pelaksanaan langsung dan bersama-

sama terhadap terduga pelaku tindak pidana yang tertangkap tangan saat 

melakukan tindak pidana.
5
 

 

                                                           
3
 Mohammad Sobary, Moralitas Kaum Pinggiran, (Penerbit Mizan, Bandung, 1995,)  

h.102. 
4
   Zainuddin Ali, Sosiologi Hukum, (Sinar Grafika, Jakarta ,2007),  h. 59. 

5
 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, (Liberty, Yogyakarta, 

1996), h. 23. 
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Melakukan penilaian sendiri terhadap pelaku tindak pidana tidaklah tepat, 

melainkan melanggar hak asasi manusia dan merugikan proses penegakan hukum. 

Seringkali masyarakat lupa bahwa hak asasi juga dimiliki oleh pelaku tindak 

pidana, termasuk hak untuk mendapatkan perlindungan hukum di pengadilan. 

Perlu diingat penderitaan yang dialami oleh para pelaku tindak pidana, karena 

pada akhirnya mereka juga merupakan bagian dari umat manusia. Dalam konteks 

pidana, suatu perbuatan dianggap pidana jika ada aturan yang melarangnya dan 

dihukum dengan sanksi.
6
 Apakah seseorang dijatuhi pidana bergantung pada 

kesalahan yang dilakukannya, sehingga tidak adil jika seseorang dituduh tanpa 

melakukan perbuatan pidana.
7
 

Masyarakat yang terlibat dalam main hakim sendiri dapat dianggap sebagai 

pelaku tindak pidana, karena pelaku adalah seseorang yang dengan sengaja atau 

tidak sengaja, sesuai dengan undang-undang, menyebabkan akibat yang tidak 

diinginkan oleh undang-undang. Ini mencakup unsur subjektif dan obyektif, tanpa 

memandang apakah keputusan untuk melakukan tindakan tersebut berasal dari 

dirinya sendiri atau dipengaruhi oleh pihak ketiga.
8
 Menurut Kitab Undang-

undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 55 ayat (1), seseorang dapat dihukum 

sebagai pembuat tindak pidana: 

 

 

                                                           
6
  Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, (Rineka Cipta, Jakarta, 2008) , h. 165. 

7
 Roeslan Saleh, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, (Rineka Cipta, 

Jakarta, 1983),  h. 20-23. 
8
 Barda Nawawi Arif, 1984, Sari Kuliah Hukum Pidana II, Fakultas Hukum Undip, 

Semarang, h. 31. 
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a. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut 

serta melakukan perbuatan; 

b. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan 

menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, 

ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana 

atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya 

melakukan perbuatan. 

Indonesia sebagai negara hukum, menjalankan semua aktivitas sesuai 

dengan peraturan yang berlaku, termasuk penanganan tindakan main hakim 

sendiri. Penegakan hukum terhadap kekerasan dan penganiayaan yang memenuhi 

unsur pidana harus mengikuti ketentuan hukum yang berlaku. Pada pokoknya 

penegakan hukum merupakan upaya yang secara sengaja dilakukan untuk 

mewujudkan cita-cita hukum dalam rangka menciptakan keadilan dan kedamaian 

dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
9
 

Dalam Pasal 351 KUHP Indonesia menjelaskan bahwa :
10

 

1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua 

tahun delapan bulan atau pidana denda paling lama banyak empat 

ribu lima ratus rupiah. 

2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah 

diancam pidana penjara paling lama lima tahun. 

3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling 

lama tujuh tahun. 

4) Dengan disamakan kesehatan. penganiayaan sengaja merusak 

5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana. 

 

 

                                                           
9
  Jimly Asshidiqie, Agenda Pembangunan Hukum Nasional Di Abad Globalisasi, (Cetakan 

1. Jakarta Balai Pustaka, 1998), h. 93. 
10

  Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal  351 Ayat1-5. 
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Praktik main hakim sendiri atau eigenrichting terhadap pelaku tindak pidana 

tidak dibenarkan, meskipun pelaku dianggap bersalah oleh masyarakat. Tindakan 

tersebut bertentangan dengan Undang-Undang No. 3 tahun 1999 tentang Hak 

Asasi Manusia, khususnya pasal 33 ayat (1), serta pasal 170 ayat (1) dan (2) Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sanksi harus diberikan terhadap 

terjadinya eigenrichting. Tindakan main hakim sendiri sering kali disertai 

pelanggaran hak-hak orang lain, sehingga tidak diperbolehkan. Hal ini 

menunjukkan rendahnya kesadaran hukum dalam masyarakat. 

Pasal 170 dan Pasal 351 KUHP menegaskan bahwa tindakan kekerasan dan 

penganiayaan termasuk ke dalam tindak pidana yang harus diproses secara 

hukum. Namun, pada kenyataannya, masih ditemukan praktik main hakim sendiri 

di masyarakat. Salah satu kasus terjadi pada Sabtu, 8 Agustus 2020, di Desa Parit 

Baru, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar. Seorang warga yang diduga 

mencuri mesin pompa air dianiaya oleh massa hingga mengalami luka berat. 

Meskipun pihak kepolisian segera datang ke tempat kejadian untuk 

menyelamatkan korban dan membawanya ke fasilitas kesehatan, korban akhirnya 

meninggal dunia keesokan harinya di RSUP Arifin Achmad Pekanbaru. 

Permasalahan utama dalam kasus ini adalah lemahnya kesadaran hukum 

masyarakat dan rendahnya kepercayaan terhadap aparat penegak hukum, sehingga 

masyarakat cenderung mengambil tindakan sendiri tanpa melalui mekanisme 

hukum yang sah. Hal ini juga menunjukkan kurangnya pemahaman masyarakat 

bahwa setiap orang, termasuk tersangka kejahatan, tetap memiliki hak untuk 

diproses secara hukum. 
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Dalam kasus ini, peran kepolisian sebagai pelindung masyarakat telah 

dijalankan melalui tindakan cepat dalam merespons kejadian, melakukan olah 

tempat kejadian perkara (TKP), memeriksa saksi-saksi, serta mengupayakan 

proses visum dan otopsi terhadap korban. Selain tindakan represif tersebut, 

kepolisian juga memberikan himbauan kepada masyarakat agar tidak melakukan 

tindakan main hakim sendiri dan lebih memilih melapor kepada aparat agar 

penanganannya dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku. Penyelesaian kasus 

ini dilakukan dengan proses penyelidikan oleh Polsek Tambang dan dukungan 

dari Reskrim Polres Kampar, yang bertujuan menegakkan hukum serta 

memberikan efek jera bagi pelaku main hakim sendiri. 

Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap hukum 

membuat sejumlah individu tanpa wewenang atau hak, menanggapi pelaku 

kejahatan yang mengancam nilai-nilai kemanusiaan dengan tindakan sewenang-

wenang, termasuk pemukulan dan bahkan tindakan sadis seperti pembakaran 

hidup-hidup. Hal tersebut dapat dilihat dari data berikut. 

Tabel I.I 

Data Tindak Pidana Main Hakim Sendiri (Eigenrechting) 2021-2024 

No Data/Kasus Jumlah 

Bhabin 

Tahun Jumlah  

Kasus 

Penyelesaian 

Perkara 

1 Main Hakim Sendiri 130 2021 24 22 

2 Main Hakim Sendiri  130 2022 27 20 

3 Main Hakim Sendiri  139 2023 46 45 

4 Main Hakim Sendiri 137 2024 36 30 

Jumlah    133  

Sumber: Polre Kampar, 2021-2024. 

Berdasarkan data dari Polres Kampar dalam Tabel I.1, dapat dilihat bahwa 

jumlah kasus main hakim sendiri (eigenrichting) selama tahun 2021 hingga 2024 

cenderung mengalami fluktuasi. Pada tahun 2021, tercatat 24 kasus dengan 130 
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personel Bhabinkamtibmas yang bertugas, dan 22 perkara berhasil diselesaikan. 

Tahun 2022, jumlah kasus sedikit meningkat menjadi 27 kasus, namun 

penyelesaian perkara menurun menjadi 20 kasus, meskipun jumlah 

Bhabinkamtibmas tetap sama yaitu 130 orang. Peningkatan signifikan terjadi pada 

tahun 2023, di mana tercatat 46 kasus dengan jumlah Bhabinkamtibmas 

meningkat menjadi 139 orang, dan 45 perkara berhasil diselesaikan. Sementara 

itu, pada tahun 2024, jumlah kasus turun menjadi 36, dengan 137 personel 

Bhabinkamtibmas dan 30 perkara yang diselesaikan. 

Data ini menunjukkan bahwa meskipun terjadi peningkatan jumlah personel 

Bhabinkamtibmas pada tahun-tahun tertentu, hal tersebut tidak selalu berbanding 

lurus dengan penurunan jumlah kasus. Namun demikian, peningkatan 

penyelesaian perkara terlihat signifikan pada tahun 2023 dan 2024, yang 

menunjukkan adanya efektivitas kinerja dalam penanganan kasus oleh pihak 

kepolisian. Hal ini mengindikasikan bahwa keberadaan Bhabinkamtibmas tidak 

hanya dinilai dari jumlahnya, tetapi juga dari efektivitas pendekatan dan strategi 

komunikasi hukum yang digunakan dalam mencegah serta menyelesaikan tindak 

pidana main hakim sendiri di masyarakat. 

Pandangan masyarakat terhadap main hakim sendiri tersebut mencakup 

respons, perspektif, dan sikap terhadap tindakan semacam itu terhadap individu 

yang dianggap melakukan perbuatan merugikan terhadap orang lain atau 

masyarakat. Faktor-faktor pendorong tindakan ini diartikan sebagai kondisi 

emosional, seperti benci, dendam, ketidakpuasan, serta pengaruh lingkungan yang 

mendorong individu atau kelompok untuk bertindak secara spontan dan di luar 
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kendali pribadi. Upaya pencegahan main hakim sendiri melibatkan program, 

kegiatan, dan metode yang dilakukan oleh kepolisian untuk mengatasi perilaku 

sewenang-wenang yang dilakukan oleh sekelompok orang atau masyarakat 

terhadap individu yang dianggap bersalah.
11

 

Pelaksanaan hukum dalam masyarakat tidak hanya bergantung pada 

kesadaran hukum warga, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh tindakan aparat 

penegak hukum.
12

 Sayangnya, terkadang beberapa peraturan hukum tidak dapat 

dilaksanakan sepenuhnya karena adanya oknum penegak hukum yang tidak 

mematuhi ketentuan hukum. Hal ini sering disebabkan oleh pelaksanaan yang 

tidak tepat dan dapat menciptakan contoh buruk yang merugikan citra. Pentingnya 

teladan baik, integritas, dan moralitas aparat penegak hukum menjadi krusial, 

mengingat potensi terbuka untuk praktik suap dan penyalahgunaan wewenang. 

Uang dapat memengaruhi proses penyidikan, penuntutan, dan keputusan 

hukuman. 

Agar masyarakat yang mencari keadilan terhadap pelaku tindak pidana 

mendapatkan kepastian hukum, peran aparat penegak hukum sangat penting.  

Kepolisian memiliki peran penting dalam meningkatkan kesadaran hukum 

masyarakat, diantaranya: 
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 Susi Anita Patmawati, “Tindakan Main Hakim Sendiri Terhadap Pelaku Kejahatan 

Kekerasan,” 2018, h.9. 
12

  Laurensius Arliman S, Penegakan Hukum Dan Kesadaran Masyarakat (Yogyakarta: Cv 

Budi Utama, 2015). 
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a) Bhabinkamtibmas: Sebagai garda terdepan kepolisian, 

Bhabinkamtibmas memiliki tugas untuk membuat masyarakat paham 

akan hukum. 

b) Penegakan Hukum: Kepolisian sebagai aparat penegak hukum yang 

bertugas menegakkan hukum. 

Kesadaran hukum yang tinggi akan membuat masyarakat mematuhi 

ketentuan hukum yang berlaku. Sebaliknya, jika kesadaran hukum rendah maka 

kepatuhan terhadap hukum juga tidak tinggi. Kesadaran hukum penting karna 

dapat membantu mencegah terjadinya kriminal dan kekacauan sosial. Kesadaran 

hukum juga memastikan bahwa masyarakat memahami hak-hak orang lain. 

Secara umum, istilah kepolisian merujuk pada seluruh tugas dan wewenang 

polisi dalam menjalankan fungsi pemerintahan, terutama dalam menjaga 

keamanan dan ketertiban. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 

tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 1 ayat (1) menyatakan 

bahwa: 

"Kepolisian adalah segala hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga 

polisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan." 

 

Lebih lanjut, Pasal 2 menyebutkan bahwa: 

 

"Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang 

pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, 

perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat." 

 

Namun dalam praktiknya, masih ditemukan berbagai kendala yang 

membuat peran ideal kepolisian tersebut belum sepenuhnya terwujud di 

masyarakat. Salah satu permasalahan yang mencolok adalah masih sering 
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terjadinya tindakan main hakim sendiri (eigenrichting) yang menunjukkan bahwa 

fungsi perlindungan dan penegakan hukum belum berjalan secara maksimal. 

Kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat kepolisian menjadi faktor 

utama, disertai dengan minimnya kesadaran hukum dan ketidaktahuan masyarakat 

terhadap prosedur hukum yang berlaku. Kondisi ini menjadi tantangan nyata bagi 

institusi kepolisian dalam mewujudkan fungsinya secara menyeluruh sebagaimana 

diamanatkan oleh undang-undang. 

Banyak masyarakat yang beranggapan jika perbuatan main hakim sendiri 

terjadi ketika pihak kepolisian terlihat masa bodoh dalam menanggapi laporan-

laporan masyarakat yang masuk. Selain itu juga, dengan menghakimi pelaku 

tindak pidana maka masyarakat merasa adil dengan apa yang pelaku perbuat. 

Kemudian, perbuatan masyarakat tersebut terkadang membuat jerah bagi pelaku 

tindak pidana, sebelumnya bertolak dari kondisi tersebut, sudah sepatutnya 

kepolisian harus menangani masalah tindak pidana yang terjadi dengan serius. 

Serius yang berarti aparat kepolisian yang diberikan kepercayaan dalam 

menangani kasus yang terjadi di Kabupaten Kampar sudah sepatutnya memiliki 

keseriusan agar tidak terjadi perbuatan main hakim sendiri. Keseriusan itu terlihat 

dengan melakukan segala upaya menggunakan kewenangannya untuk mengambil 

tindakan menertibkan masyarakat dan mencegah agar tidak ada lagi perbuatan 

yang bersifat sewenang-wenang dan mengembalikan kepercayaan masyarakat 

agar dapat menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi masyarakat.  
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Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti bermaksud untuk meneliti dalam 

bentuk laporan dengan berjudul : “PERAN KEPOLISIAN DALAM 

MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT UNTUK 

MENCEGAH TINDAK PIDANA MAIN HAKIM SENDIRI 

(EIGENRECHTING) DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESORT 

KABUPATEN KAMPAR” 

B. Batasan Masalah 

 Penelitian ini dibatasi pada kajian mengenai Peran Kepolisian dalam 

meningkatkan kesadaran hukum masyarakat untuk mencegah tindak pidana main 

hakim sendiri (eigenrichting) di wilayah hukum Kepolisian Resort Kabupaten 

Kampar. Pembatasan ini dilakukan agar penelitian lebih terfokus dan tercapai 

secara optimal sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. 

C. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah adalah pertanyaan tentang objek empiris yang jelas batas-

batasnya serta dapat diidentifikasikan faktor-faktor terkait di dalamnya.
13

 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana Peran Kepolisian dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum 

Masyarakat untuk Mencegah Tindak Pidana Main Hakim Sendiri 

(Eigenrechting) di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kabupaten 

Kampar? 
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 Jonathan Sarwono, Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif, (Yogyakarta: Graha 

Ilmu, 2006), h. 12. 
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2. Apa hambatan yang dihadapi Kepolisian dalam Meningkatkan 

Kesadaran Hukum Masyarakat untuk Mencegah Tindak Pidana Main 

Hakim Sendiri (Eigenrechting) di Wilayah Hukum Kepolisian Resort 

Kabupaten Kampar? 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Adapun tujuan dan manfaat yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini 

adalah: 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui Peran Kepolisian dalam Meningkatkan 

Kesadaran Hukum Masyarakat untuk Mencegah Tindak Pidana 

Main Hakim Sendiri (Eigenrechting) di Wilayah Hukum 

Kepolisian Resort Kabupaten Kampar. 

 

b. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi Peran Kepolisian 

dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat untuk 

Mencegah Tindak Pidana Main Hakim Sendiri (Eigenrechting) 

di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kabupaten Kampar. 

2. Manfaat Penelitian 

Sesuai dengan pokok permasalahan yang ada, maka manfaat 

penelitian ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu: 
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a. Manfaat Akademis 

Memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu 

pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum pidana dan 

menjadi sumber rujukan bagi mahasiswa, akademisi, dan 

peneliti lain yang tertarik dengan peran Kepolisian dalam 

meningkatkan kesadaran Hukum masyarakat untuk mencegah 

Tindak Pidana main hakim sendiri (Eigenrechting) 

b. Manfaat Teoritis 

Memperkaya teori tentang peran kepolisian dalam 

meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan menambah 

pemahaman akademis tentang faktor penyebab dan dampak 

main hakim sendiri. 

c. Manfaat Praktis 

Menjadi referensi bagi penelitian dan pendidikan hukum 

terkait kesadaran hukum dan Membantu kepolisian dalam 

merancang strategi pencegahan tindakan main hakim sendiri. 
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BAB II 

KERANGKA TEORITIS 

A. Kerangka Teori 

Kerangka teori adalah wadah yang berisi teori-teori yang digunakan sebagai 

bahan landasan penelitian. Kerangka teoritis disusun agar memberikan gambaran 

atas batasan-batasan teori yang dipakai sebagai landasa penelitian yang akan 

digunakan. 

1. Teori Peranan, Tugas dan Wewenang Kepolisian Republik Indonesia 

Peranan adalah bentuk tindakan atau perilaku yang diharapkan dari 

seseorang yang menempati posisi tertentu dalam struktur sosial.
14

 Peranan juga 

dapat dipahami sebagai aspek dinamis dari suatu status sosial, sementara status itu 

sendiri mencakup seperangkat hak dan kewajiban. Ketika seseorang 

melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukan yang dimilikinya, 

maka ia sedang menjalankan peran sosialnya. 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, peranan diartikan sebagai bagian 

dari tugas pokok yang harus dijalankan. Peranan meliputi tindakan atau perilaku 

yang seharusnya dilakukan oleh individu yang menduduki suatu posisi dalam 

struktur sosial. Secara umum, peranan dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu: 

pertama, prescribed roles atau peranan yang telah ditentukan sebelumnya; dan 

kedua, expected roles, yaitu peranan yang diharapkan oleh individu yang 

menjalankan posisi tersebut.
15
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 Slamet Margono, Manajemen Mutu, (Penerbit Alumni, Yogyakarta, 1999), h.48. 
15

 Soerjono Sukanto, Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 

(Kamus Besar Bahasa Indonesia, Penerbit Balai Pustaka, Jakarta), h. 751. 
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Menurut Soerjono Soekanto, peranan merupakan bagian yang bersifat 

dinamis dari suatu kedudukan (status). Ketika seseorang menjalankan hak dan 

kewajibannya sesuai dengan posisinya, maka ia sedang melaksanakan 

peranannya, yang mencerminkan fungsi penyesuaian diri serta berlangsung 

sebagai suatu proses. Selain itu, ia juga menjelaskan bahwa sebuah peranan 

setidaknya harus mencakup tiga unsur pokok:
16

 

1. Peranan mencakup seperangkat norma yang berkaitan dengan posisi 

atau kedudukan seseorang dalam masyarakat. 

2. Dalam pengertian ini, peranan merupakan kumpulan aturan yang 

mengarahkan tindakan seseorang dalam kehidupan sosial. 

3. Peranan juga dapat dipahami sebagai konsep mengenai berbagai hal 

yang dapat dilakukan oleh individu dalam suatu organisasi sosial. 

Selain itu, peranan mencerminkan perilaku individu yang memiliki 

arti penting bagi keberlangsungan struktur sosial di masyarakat. 

Terkait dengan peranan kepolisian, hal ini tercermin dari berbagai tugas 

yang harus dijalankan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pada Pasal 13, dijelaskan 

bahwa tugas utama Polri meliputi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, 

menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan 

pelayanan kepada masyarakat. Sementara itu, Pasal 14 menjabarkan bahwa dalam 

rangka menjalankan tugas pokok tersebut, Polri memiliki sejumlah tanggung 

jawab khusus. 
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 Soejono Sukanto, Op.Cit, h. 128. 
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a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli 

terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan; 

b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, 

ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan; 

c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, 

kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat 

terhadap hukum dan p eraturan perundang-undangan;  

d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;  

e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum; 

f. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap 

kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk 

pengamanan swakarsa; 

g. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak 

pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-

undangan lainnya; 

h. menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, 

laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan 

tugas kepolisian; 

i. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan 

lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana 

termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung 

tinggi hak asasi manusia; 

j. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum 

ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang; 

k. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan 

kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; sertal. melaksanakan 

tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
17

 

Sedangkan secara umum wewenang Kepolisian Republik Indonesia adalah:  

a) menerima laporan dan/atau pengaduan; 

b) membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat 

mengganggu ketertiban umum;  

c) mencegah dan menangulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;  

d) mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau 

mengancarn persatuan dan kesatuan bangsa;  

e) mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan 

administratif kepolisian;  

f) melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan 

kepolisian dalam rangka pencegahan; 

g) melakukan tindakan pe~m~ di tempat kejadian;  

h) mengambil sidik jari dan identitas Iainnya serta memotret seseorang; 

i) mencari keterangan dan barang buk:ti;  

j) menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;  
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 Undang- Undang Republik Indonesia No.2 Tahun 2002, Op.Cit,hal.9. 
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k) mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan 

dalam rangka pelayanan masyarakat;  

l) memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan 

putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan 

masyarakat;  

m) menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu. 

 

2. Teori Kepolisian Republik Indonesia 

Istilah kepolisian berasal dari bahasa Yunani, yaitu Politea, yang berarti 

pemerintahan negara. Pada masa sebelum Masehi di Yunani, istilah "polisi" sering 

digunakan untuk merujuk pada berbagai urusan pemerintahan. Dengan kata lain, 

pengertian polisi pada masa itu mencakup segala aspek yang berkaitan dengan 

administrasi pemerintahan. Seiring dengan perkembangan bentuk dan sifat negara 

serta sistem pemerintahannya, makna dari istilah polisi pun mengalami perubahan. 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), polisi diartikan sebagai 

suatu badan pemerintahan yang memiliki tugas untuk menjaga keamanan dan 

ketertiban umum. Selain itu, istilah ini juga merujuk pada aparatur negara atau 

pegawai pemerintah yang berperan dalam menjaga keamanan. Sementara itu, 

polisi lalu lintas merupakan bagian dari kepolisian yang secara khusus bertugas 

menjaga keamanan dan keselamatan dalam lalu lintas. Adapun kepolisian 

dipahami sebagai segala sesuatu yang berkaitan dengan tugas, fungsi, dan peran 

polisi.
18

  

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, kepolisian didefinisikan 

sebagai segala sesuatu yang berhubungan dengan fungsi dan institusi kepolisian 

yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Anggota kepolisian 
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 Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Op.Cit, hal.780. 
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tersebut merupakan aparatur sipil negara yang bertugas dalam lingkungan 

Kepolisian Negara Republik Indonesia.
19

 

Sejak 1 April 1999, Kepolisian Negara Republik Indonesia secara resmi 

dipisahkan dari ABRI dan menjadi institusi yang mandiri. Kemandirian ini 

menandai langkah Polri sebagai aparatur negara yang profesional serta lebih dekat 

dengan masyarakat, dalam rangka mendukung transformasi kehidupan nasional 

menuju tatanan masyarakat madani yang demokratis, aman, tertib, adil, dan 

sejahtera. Seiring dengan status barunya sebagai lembaga independen, Polri 

menetapkan visinya untuk menjadi pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat 

yang senantiasa hadir di tengah masyarakat. Selain itu, Polri juga berkomitmen 

sebagai penegak hukum yang profesional dan proporsional, dengan menjunjung 

tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia. Tujuan utamanya adalah 

menciptakan keamanan dan ketertiban, serta mewujudkan stabilitas dalam negeri 

dalam kerangka kehidupan berbangsa yang demokratis dan sejahtera. 

Tugas dan Fungsi Polres Kampar 

Polres Kampar adalah satuan organisasi Polri yang berkedudukan di kabupaten 

Kampar dan bertanggung jawab langsung dengan Polda Riau. Tugas polres 

Kampar adalah menyelenggarakan atau melaksanakan tugas pokok promoter polri 

dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Memberikan pelayanan, 

perlindungan, dan mengayomi di wilayah hukum kabupaten Kampar. Adapun 

tugas-tugas Kapolres yaitu: 
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1. Menetapkan rencana dan program kerja Polres serta mengawasi dan 

mengendalikan pelaksanannya. 

2. Memberikan komandi atas tugas pokok Polres. 

3. Membina disiplin, tata tertib dan kesadaran hokum lingkungan polres. 

4. Menyelenggarakan pembinaan dan administrasi personil, logistic dan 

anggaran dilingkungan Polres, serta upaya untuk memelihara dan 

meningkatkan kemampuan operasional organisasi. 

5. Menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan organisasi, 

badan, instansu didalam dan diluar Polri wilayah Polres dalam rangka 

menunjang pelaksanaan tugas. 

Selanjutnya dalam menjalani tugas, Kapolres dibantu oleh Wakapolres dengan 

pembagian kerja sebagai berikut: 

1. Mengendalikan pelaksanaan tugas staff seluruh satuan organisasi dan 

melakukan tugas yang diperintahkan oleh Kapolres. 

2. Mengajukan pertimbangan dan saran kepada Kapolres mengenai hal-

hal yang berhubungan dengan bidang tugasnya. 

3. Merumuskan dan menyiapkan program kerja Polres. 

4. Mengawasi, mengkoordinasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas 

dan fungsi pembinaan maupun fungsi operasional serta memelihara 

pelaksanaan prosedur kerja. 
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3. Teori Kesadaran Hukum 

Kesadaran berasal dari kata sadar, yang berarti insaf, merasa, tahu atau 

mengerti.
20

 Menyadari berarti mengetahui, menginsafi, merasai. Kesadaran berarti 

keinsafan, keadaan mengerti, hal yang dirasakan atau dialami oleh seseorang. 

Kesadaran hukum adalah pemahaman individu tentang kewajibannya tanpa 

adanya tekanan eksternal, sehingga dalam masyarakat di mana kesadaran hukum 

berkembang, penggunaan sanksi oleh hukum dapat diminimalkan. Kesadaran 

hukum berkaitan dengan efektifitas hukum dan wibawa hukum.
21

 Sanksi hanya 

diberlakukan pada individu yang terbukti melanggar hukum, yang mengandung 

perintah dan larangan. Hukum berfungsi untuk memberikan informasi mengenai 

perbuatan yang melanggar hukum dan konsekuensi hukum yang mungkin 

diterapkan sebagai ancaman terhadap pelanggaran tersebut. 

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa kesadaran hukum melibatkan nilai-

nilai yang ada dalam diri manusia terkait hukum yang ada atau yang diharapkan 

ada. Poin utamanya adalah penekanan pada nilai-nilai terkait fungsi hukum, bukan 

penilaian hukum terhadap peristiwa konkret dalam masyarakat yang 

bersangkutan.
22

 

Kesadaran hukum memiliki empat komponen utama, yaitu: 
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Persada, 2002), h. 215. 



21 

 

 
 

1) Pengetahuan hukum, merupakan tahap awal di mana seseorang 

mengetahui bahwa suatu hukum atau peraturan itu ada. Pengetahuan 

ini mencakup pengenalan terhadap institusi hukum, sistem peradilan, 

serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

2) Pemahaman hukum, mengacu pada kemampuan untuk mengerti dan 

menafsirkan isi dari peraturan hukum, termasuk maksud dan tujuan 

hukum itu dibuat. 

3) Sikap terhadap hukum, merupakan dimensi afektif dari kesadaran 

hukum, di mana individu atau masyarakat membentuk pandangan 

subjektif tentang hukum, apakah hukum itu dianggap penting, adil, 

atau justru dipandang sebagai alat penindasan. 

4) Perilaku hukum, menunjukkan sejauh mana seseorang bertindak 

sesuai dengan norma hukum yang berlaku, baik karena kesadaran 

pribadi maupun karena adanya paksaan atau sanksi.
23

 

Kesadaran hukum berkaitan dengan kepatuhan hukum, hal yang 

membedakannya yaitu dalam kepatuhan hukum ada rasa takut akan sanksi. 

Kesadaran hukum tidak ada sanksi, merupakan perumusan dari kalangan hukum 

mengenai penilaian tersebut, yang telah dilakukan secara ilmiah, nilai nilai yang 

terdapat dalam manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang 

diharapkan ada.
24
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Ketika mengulas kesadaran hukum masyarakat, tingkat kesadaran hukum 

yang cenderung rendah disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk: 

a. Rasa takut pada sanksi 

b. Memelihara hubungan baik dengan kelompok  

c. Memelihara hubungan baik dengan penguasa 

d. Kepentingan pribadi terjamin 

e. Sesuai dengan nilai yang dianut 

 

Bukti dari pengaruh faktor-faktor tersebut sangat signifikan, mengaitkan 

setiap indikator kesadaran hukum baik secara menyeluruh maupun terpisah. 

Menurut Soerjono Soekanto, aspek yang lebih mendasar dari kesadaran hukum 

melibatkan pengetahuan tentang isi peraturan, yang dipengaruhi oleh faktor 

seperti usia, tingkat pendidikan, dan lama tinggal. 

Sistem hukum adalah hal yang sangat penting bagi sebuah negara, meskipun 

setiap negara memiliki aturan berbeda, secara umum, hukum adalah alat untuk 

mencari keadilan, Indonesia sendiri adalah negara yang berlandaskan hukum. 

Tujuannya untuk mencapai keputusan objektif dari pihak pemerintah dan 

masyarakat. Sistem hukum di Indonesia sekarang ini sudah cukup bagus untuk 

diterapkan oleh masyarakat.  

Untuk menumbuhkan kebiasaan sadar hukum inilah yang menjadi tantangan 

dan tanggung jawab semua pihak. Budaya sadar dan taat hukum sejatinya 

haruslah ditanamkan sejak dini. Maka elemen pendidikanlah menjadi ujung 

tombak dalam menanamkan sikap dan kebiasaan untuk mematuhi aturan-aturan 

yang ada. Institusi pendidikan merupakan media sosialisasi primer yang sangat 

mempengaruhi pembentukan karakter manusia dikemudian hari. Jika sikap dan 

perilaku taat hukum telah ditanamkan sejak dini, maka kedepan, sikap untuk 
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menghargai dan mematuhi aturan akan mendarah daging dan membudaya di 

masyarakat. Tentunya hal ini dilakukan dengan memberikan pengetahuan yang 

benar tentang apa saja yang tidak boleh dilakukan dan boleh dilakukan.
25

 

Meningkatnya kesadaran hukum dalam suatu daerah akan menghasilkan 

masyarakat yang berperadaban. Upaya membangun kesadaran hukum sejak awal 

tidak perlu menunggu terjadinya pelanggaran dan tindakan penegakan hukum. 

Penetapan sanksi juga dapat terbentuk berdasarkan pasal yang diberlakukan 

kepada pelanggar, baik dalam konteks sanksi pidana maupun perdata. Kekurangan 

kesadaran hukum menjadi penyebab munculnya perilaku yang melanggar hukum. 

Tindakan melanggar hukum dapat timbul karena dua alasan: (1) pelaku 

menganggap pelanggaran hukum sebagai kebiasaan atau bahkan kebutuhan; (2) 

pelanggaran hukum yang sering terjadi karena kebiasaan yang dimulai sejak dini. 

Menerapkan Hukum Lingkungan dalam masyarakat merupakan wadah 

untuk pengembangan individu dalam pekerjaan, interaksi sosial, dan pencarian 

nafkah guna memenuhi kebutuhan. Namun, konflik sering timbul karena 

perbedaan kepentingan dan keinginan, menciptakan lingkungan sosial yang tidak 

harmonis, tidak teratur, tidak tenteram, dan tidak aman. Oleh karena itu, 

diperlukan hukum yang mengatur interaksi sosial dan mengembangkan kesadaran 

hukum untuk menjalani kehidupan bersama. Kesadaran hukum adalah 

pemahaman seseorang atau kelompok terhadap aturan hukum yang berlaku, yang 

esensial bagi keberhasilan tatanan sosial, kedamaian, ketertiban, dan keadilan 
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dalam interaksi antar masyarakat. Tanpa tingkat kesadaran hukum yang tinggi, 

mencapai tujuan tersebut akan menjadi tantangan. 

Ada beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat mematuhi hukum yaitu :
26

 

1) Compliance; kepatuhan yang didasarkan pada harapan akan suatu 

imbalan dan usaha untuk menghidarkan diri dari hukuman yang 

mungkin dikenakan apabila seseorang melanggar ketentuan hukum. 

Adanya pengawasan yang ketat terhadap kaidah hukum tersebut. 

2) Identification; terjadi bila kepatuhan terhadap kaidah hukum ada 

bukan karena nilai intrinsiknya, akan tetapi agar ke anggotaan 

kelompok tetap terjaga serta ada hubungan baik dengn mereka yang 

diberi wewenang untuk menerapkan kaidah kaidah hukum tersebut 

3) Internalization; seseroang mematuhi kaidah kaidah hukum 

dikarenakan secara intrinsic kepatuhan tadi mempunyai imbalan. 

Isinya sesuai dengan nilai nilainya dari pribadi yang bersangkutan 

4) Kepentingan-kepentingan para warga yang terjamin oleh wadah 

hukum yang ada 

 

Peran hukum dalam masyarakat, sesuai dengan tujuannya, adalah untuk 

menjamin kepastian dan keadilan. Namun, dalam kehidupan sosial, sering kali 

terdapat perbedaan antara perilaku yang berlaku di masyarakat dengan perilaku 

yang ditetapkan oleh norma atau kaidah hukum. Perbedaan ini dapat 

menimbulkan masalah berupa kesenjangan sosial, yang pada waktu tertentu bisa 

memicu konflik dan ketegangan sosial. Kondisi semacam ini dapat menghambat 

proses perubahan masyarakat ke arah yang diinginkan. Hal tersebut terjadi karena 

hukum yang dibuat sebagai pedoman bertindak bagi masyarakat tidak disertai 

dengan kesadaran hukum, sehingga ketaatan terhadap hukum menjadi rendah. 
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4. Teori Penanggulangan Tindak Pidana  

1. Pengertian Penanggulangan Tindak Pidana  

Istilah "pidana" merupakan istilah yang lebih khusus, yaitu 

menunjukkan sanksi dalam hukum pidana.
27

 Pidana adalah sebuah konsep 

dalam bidang hukum pidana yang masih perlu penjelasan lebih lanjut untuk 

dapat memahami arti dan hakekatnya. Menurut Roeslan Saleh "pidana 

adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan 

sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik itu"
28

 

Muladi dan Barda Nawawi:
29

 berpendapat bahwa unsur pengertian 

pidana, meliputi: 

a. pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan 

penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak 

menyenangkan; 

b. pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang 

mempunya kekuasaan (oleh yang berwenang); 

c. pidana itu dikenakan pada seseorang yang telah melakukan 

tindak menurut undang-undang. 

 

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana 

dikenal sebagai stratbaar feit dan dalam literatur hukum pidana sering 

disebut sebagai delik. Meskipun pembuat undang-undang menggunakan 

istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana, istilah ini 

memiliki makna dasar dalam ilmu hukum. Tindak pidana merupakan suatu 

konsep yang dibentuk dengan kesadaran untuk memberikan ciri khusus pada 

peristiwa hukum pidana. Oleh karena itu, pengertian abstrak dari peristiwa-
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peristiwa konkret dalam bidang hukum pidana harus didefinisikan secara 

ilmiah dan tegas, agar dapat dibedakan dari istilah sehari-hari dalam 

kehidupan masyarakat.
30

 

Tindak pidana, menurut Simons, adalah perilaku manusia yang 

melanggar hukum dan dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan undang-

undang. Setiap warga negara harus patuh terhadap larangan dan kewajiban 

yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
31

 Pelanggaran tindak 

pidana merujuk pada perilaku yang melanggar norma hukum, dengan 

larangan yang diikuti oleh ancaman sanksi berupa pidana khusus bagi 

pelanggar tersebut.
32

 

Tindak pidana dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu tindak 

pidana umum dan tindak pidana khusus. Tindak pidana umum mencakup 

semua aturannya yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana (KUHP), sementara tindak pidana khusus merujuk pada perbuatan 

yang ketentuan pidananya tidak diatur oleh KUHP, melainkan terdapat 

dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur sanksi 

pidana di luar KUHP. 

Kejahatan adalah perilaku yang melanggar hukum dan norma-norma 

sosial, mendapat penolakan dari masyarakat.
33

 Dalam konteks sosial, 

kejahatan menjadi fenomena yang terjadi universal, di setiap tempat dan 
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waktu.
34

 Ini menunjukkan bahwa kejahatan bukan hanya menjadi isu lokal 

atau nasional, tetapi juga merupakan tantangan bagi seluruh masyarakat 

dunia, baik di masa lalu, kini, maupun di masa depan. Oleh karena itu, 

kejahatan dapat dianggap sebagai a universal phenomenon.
35

 

Penanganan tindak pidana melalui perangkat hukum pidana diperkuat 

dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab 

Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Melalui undang-undang ini, negara 

menjadi satu-satunya lembaga yang memiliki wewenang eksklusif dalam 

penanganan tindak pidana. Penyelesaian perkara pidana di luar lembaga 

negara sering dianggap ilegal, meskipun dilakukan oleh pihak yang terlibat. 

Justifikasi terhadap peran sentral negara dalam penanganan tindak pidana, 

meskipun kini dipertanyakan berdasarkan teori kontrak sosial, di mana 

negara dianggap mendapatkan mandat dari rakyat untuk memberikan 

hukuman atas perilaku yang merugikan kepentingan umum.
36

 

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana 

Setiap perbuatan pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana (KUHP) pada dasarnya dapat dianalisis berdasarkan unsur-

unsurnya, yang mencakup unsur subjektif dan unsur objektif. 
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Unsur subjektif merupakan unsur-unsur yang berkaitan langsung 

dengan pelaku, atau yang melekat pada diri pelaku, termasuk di dalamnya 

segala hal yang berhubungan dengan keadaan batin atau niat pelaku. 

Sementara itu, unsur objektif mencakup hal-hal yang berhubungan dengan 

situasi atau kondisi tertentu, yaitu keadaan di mana tindakan pelaku harus 

dilakukan. Adapun unsur-unsur subjektif dalam suatu tindak pidana 

mencerminkan sisi batiniah dari pelaku.
37

 

Berikut adalah parafrase dari daftar tersebut: 

a. Adanya unsur kesengajaan maupun kelalaian (dolus atau culpa). 

b. Adanya maksud atau niat (voornemen) dalam percobaan 

melakukan tindak pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 53 

ayat 1 KUHP. 

c. Berbagai bentuk tujuan atau maksud (oogmerk), yang dapat 

ditemukan dalam tindak pidana seperti penganiayaan, pencurian, 

penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lainnya. 

d. Adanya perencanaan sebelumnya (voorbedachte raad), seperti 

yang terdapat dalam tindak pidana pembunuhan sebagaimana 

diatur dalam Pasal 340 KUHP. 

e. Munculnya rasa takut, yang antara lain tercantum dalam 

rumusan tindak pidana pada Pasal 308 KUHP. 
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Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana mencakup beberapa hal, 

yaitu: 

a. Sifat perbuatan yang bertentangan dengan hukum. 

b. Status atau kedudukan pelaku, seperti contohnya "sebagai 

pegawai negeri" dalam tindak pidana jabatan sebagaimana diatur 

dalam Pasal 415 KUHP, atau "sebagai pengurus atau komisaris 

suatu perseroan terbatas" dalam tindak pidana sebagaimana 

tercantum dalam Pasal 398 KUHP. 

c. Adanya hubungan sebab akibat, yaitu keterkaitan antara suatu 

perbuatan dengan akibat yang ditimbulkannya. Dalam konteks 

ini, Satochid menekankan pentingnya keberadaan “akibat” dari 

suatu perbuatan sebagai bagian dari unsur objektif tindak 

pidana. 

3. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana 

Upaya penanggulangan kejahatan pada dasarnya merupakan bagian 

yang tak terpisahkan dari usaha perlindungan masyarakat (social defence) 

dan pencapaian kesejahteraan sosial (social welfare). Tujuan utama dari 

politik kriminal adalah "perlindungan masyarakat untuk mencapai 

kesejahteraan masyarakat." Oleh karena itu, politik kriminal pada intinya 

juga merupakan komponen integral dari politik sosial, yang mencakup 

kebijakan dan usaha untuk mencapai kesejahteraan sosial. Pernyataan 

Sudarto menekankan perlunya mengintegrasikan upaya penanggulangan 



30 

 

 
 

kejahatan dengan kebijakan sosial secara menyeluruh dan perencanaan 

pembangunan nasional.
38

 

Upaya penanggulangan tindak pidana yang dilakukan oleh kepolisian 

terdiri dari tiga bagian pokok yaitu:
39

 

1) Represif, Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi kejahatan yang 

tindakannya berupa penegakkan hukum dengan menjatuhkan 

hukuman. Penanggulangan yang dilakukan adalah dengan cara 

menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta 

memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang 

dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan 

merugikan masyarakat. 

2) Upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya 

preentif yang masih dalam tahap pencegahan sebelum terjadinya 

kejahatan. Upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan 

kesempatan untuk melakukan kejahatan. 

3) Preemtif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak 

kepolisian untuk mencegah terjadinya kejahatan. Usaha-usaha yang 

dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara preemtif adalah 

menanamkan nilai-nilai dan norma-norma yang baik sehingga norma-

norma tersebut terinternalisasi dalam setiap diri seseorang. 

 

Penanggulangan melalui pendekatan represif melibatkan respons 

setelah terjadinya kejahatan. Tindakan represif bertujuan untuk menangani 

pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya, dengan harapan mereka 

menyadari kesalahannya dan mengubah perilaku, serta mencegah orang lain 

untuk melakukan hal serupa karena sanksinya yang signifikan.
40
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Pencegahan dan penanggulangan kejahatan seharusnya sejalan dengan 

tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan bagi masyarakat. 

Di samping itu, terdapat pula aspek imateriil yang tak kalah penting, seperti 

nilai-nilai kepercayaan, kebenaran, kejujuran, dan keadilan.
41

 Oleh karena 

itu, penanganan suatu tindakan melawan hukum secara tepat dapat 

memenuhi ekspektasi masyarakat serta berkontribusi dalam menurunkan 

angka kejahatan.
42

 

5. Teori Main Hakim Sendiri 

Main hakim sendiri, juga dikenal sebagai peradilan massa atau brutalisme 

massa, adalah tindakan mengambil hukum tanpa memperhatikan regulasi, tanpa 

persetujuan pemerintah, dan tanpa penggunaan alat kekuasaan pemerintah. Istilah 

ini berasal dari bahasa Belanda "eigenrechting," yang menunjukkan tindakan ini 

sebagai cara main hakim sendiri yang seringkali melibatkan pelanggaran hak-hak 

orang lain. Praktik ini menandakan rendahnya kesadaran terhadap hukum.
43

 

Ketentuan yang mengatur mengenai perbuatan main hakim sendiri 

(eigenrechting) telah dirumuskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

(KUHP) yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 170 KUHP yang berbunyi: 

1) Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bermasa 

menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang diancam 

dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.  

2) Yang bersalah diancam : 
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1. Dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan 

sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang 

digunakan mengakibatkan luka-luka; 

2. Dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun, jika 

kekerasan mengakibatkan luka berat; 

3. Dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika 

kekerasan mengakibatkan maut.” 

Pasal 351 KUHP yang berbunyi :
44

 

1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua 

tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu 

lima ratus rupiah. 

2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah 

diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun. 

3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling 

lama tujuh tahun. 

4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan” 

Menurut P.A.F. Lamintang, penjelasan dalam Pasal 170 KUHP menyatakan 

bahwa tindakan kekerasan yang dilakukan secara sengaja dan bersama-sama 

terhadap benda atau barang di tempat terbuka, yang mengakibatkan terganggunya 

ketertiban umum, merupakan perbuatan yang dapat dikenakan sanksi pidana. 

Pasal ini juga menegaskan bahwa seorang pelaku tidak dapat dimintai 
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pertanggungjawaban atas akibat yang lebih berat yang ditimbulkan oleh pelaku 

lain dalam kejadian tersebut.
45

  

Tindakan main hakim sendiri muncul sebagai respons masyarakat terhadap 

pelanggaran norma yang terjadi dalam masyarakat. Dalam perspektif sosiologis, 

reaksi masyarakat dapat dibagi menjadi aspek positif dan negatif. Pada dasarnya, 

eigenrichting adalah implementasi sanksi kelompok, meskipun sulit mengukur 

seberapa beratnya sanksi yang diberikan oleh individu atau kelompok karena 

terkadang massa dapat bertindak impulsif dan tidak terkendali.
46

 

Sementara itu, Pasal 351 KUHP mengatur tindak pidana penganiayaan, 

yaitu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja terhadap tubuh seseorang. Namun, 

dalam rumusan pasalnya, tidak dijelaskan secara rinci mengenai bentuk perbuatan 

yang dimaksud, dan unsur-unsurnya pun tidak diuraikan secara eksplisit. Meski 

begitu, Menteri Kehakiman Belanda pernah mengusulkan bahwa unsur-unsur 

penganiayaan mencakup dua hal: pertama, tindakan yang dilakukan dengan 

sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau penderitaan fisik pada orang lain; dan 

kedua, tindakan yang bertujuan untuk merusak kesehatan tubuh orang lain secara 

sengaja.
47

 

Sistem hukum di Indonesia terdiri dari tiga elemen penting yang harus 

dijalankan secara tepat dan hati-hati agar upaya mengatasi tindakan main hakim 
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sendiri dapat diterapkan dan diikuti oleh masyarakat. Ketiga elemen tersebut 

adalah:
48

 

a) Substansi hukum, yaitu mencakup isi atau materi hukum yang diatur 

dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini berkaitan dengan 

apakah hukum yang ada sudah dijalankan secara efektif dan dipatuhi 

oleh masyarakat, atau justru diabaikan dan sering dilanggar. 

b) Struktur hukum, yang berhubungan dengan penegakan hukum melalui 

lembaga-lembaga yang memiliki wewenang, termasuk aparat penegak 

hukum. Pertanyaannya adalah apakah masing-masing institusi telah 

melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan benar dan 

profesional. Penegakan hukum memerlukan peran individu yang 

kompeten, memahami aturan yang berlaku, dan bekerja secara efektif 

tanpa adanya campur tangan atau kepentingan lain yang bertujuan 

memenangkan atau menutup suatu perkara secara tidak sah. 

c) Budaya hukum, yakni sikap atau tanggapan masyarakat terhadap 

berbagai fenomena hukum. Kepatuhan terhadap peraturan hukum 

sangat bergantung pada kesadaran masyarakat, yang memiliki 

pengaruh besar terhadap keberhasilan penegakan hukum. Jika aturan 

dianggap adil dan tidak merugikan kepentingan masyarakat, maka 

masyarakat akan menerimanya dengan baik dan merespons secara 

positif. 
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Hukum memiliki fungsi untuk melindungi kepentingan umum, menjamin 

hak asasi manusia, menciptakan keadilan, serta menjaga ketertiban dalam 

masyarakat. Apabila negara, melalui aparat penegak hukumnya, gagal dalam 

memenuhi dan melindungi hak-hak warga negara atas kehormatan, kebebasan, 

keselamatan jiwa, dan harta benda, serta tidak mampu memberikan rasa aman, 

maka kondisi tersebut dapat memicu munculnya tindakan main hakim sendiri.
49

 

Kejadian main hakim sendiri oleh pelaku di berbagai daerah seringkali 

diberi alasan untuk mencegah pelarian pencuri atau penjahat, juga bertujuan 

memberikan efek jera agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya dengan cara 

kekerasan. Alasan lainnya mencakup tindakan ini sebagai respons terhadap 

kejahatan yang berulang tanpa penangkapan oleh polisi, menciptakan 

ketidaknyamanan di lingkungan sekitar. Saat masyarakat menangkap pelaku tanpa 

melaporkannya ke pihak berwajib, terkadang dipicu oleh emosi yang berlebihan 

dan tidak terkendali, mengakibatkan pengambilan tindakan langsung dalam 

menghakimi pelaku kejahatan.
50

 

Tindakan main hakim sendiri memiliki sejumlah ciri khas yang dapat 

dikenali, di antaranya:
51

 

1) Tidak adanya kewenangan resmi, artinya individu atau sekelompok 

masyarakat bertindak tanpa melalui atau menunggu keputusan dari 

lembaga hukum yang berwenang. 
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2) Adanya kekerasan atau hukuman langsung, yang dapat berupa 

tindakan fisik seperti pemukulan atau tindakan ekstrem lain yang 

mengakibatkan luka serius bahkan kematian. 

3) Merupakan respons terhadap rasa ketidakadilan atau ancaman sosial, 

di mana masyarakat melakukan tindakan ini sebagai bentuk reaksi 

terhadap perbuatan yang dianggap merugikan mereka, seperti 

pencurian atau tindak kekerasan. 

4) Bersifat spontan dan emosional, di mana tindakan dilakukan secara 

tiba-tiba karena dorongan emosi seperti kemarahan atau rasa frustrasi. 

5) Melibatkan partisipasi kelompok atau komunitas, yaitu penghakiman 

dilakukan oleh sejumlah orang yang bertindak bersama atas dasar 

solidaritas atau kesatuan dalam lingkungan masyarakat. 

Tindakan main hakim sendiri mencerminkan kurangnya pemahaman orang 

terhadap hukum, menunjukkan kurangnya penghargaan terhadap supremasi 

hukum di Indonesia. Main hakim sendiri oleh sekelompok orang adalah bentuk 

sanksi sosial berkelompok yang dipengaruhi oleh berbagai faktor pemicu, 

termasuk perilaku anarkis terhadap aturan yang berlaku. Kasus-kasus kriminal 

seharusnya diserahkan kepada aparat penegak hukum, seperti polisi, jaksa, dan 

hakim, untuk diproses secara hukum. Masyarakat tidak memiliki kewenangan 

dalam proses pemidanaan. Fokus penulis adalah pada peran penegak hukum 

terhadap tindakan main hakim sendiri akibat dari kurangnya kesadaran hukum di 

masyarakat. 
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5. Penelitian Terdahulu 

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian terdahulu, antara 

lain: 

1. Aris Munandar, Skripsi, (2018) “Penegakan Hukum Pidana Terhadap 

Pelaku Main Hakim Sendiri” membahas tentang: penegakan hukum 

pidana terhadap pelaku main hakim sendiri dan siapa yang akan 

dimintai pertanggungjawaban pidana dalam tindakan main hakim 

sendiri jika pelaku utama melakukan provokator tidak ditemukan 

dalam proses penyidikan. Hasil dari penelitian tersebut yaitu 

Menemukan kendala dalam pertanggungjawaban pidana terhadap 

pelaku tidak langsung (provokator) yang tidak teridentifikasi.
52

  

Dalam penelitian ini memiliki persamaan dengan tema yang 

akan peneliti bahas yaitu Sama-sama membahas tentang tindak pidana 

main hakim sendiri dan keterlibatan aparat penegak hukum. 

Perbedaannya dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu, penulis 

melakukan penelitian, terhadap Peran Kepolisian Dalam 

Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Untuk Mencegah 

Tindak Pidana Main Hakim Sendiri (Eigenrechting) di Wilayah 

Hukum Kepolisian Resort Kabupaten Kampar. 

2. Asmiah Btr, Skripsi, (2022) “Sanksi Main Hakim Sendiri 

(Eigenrichthing) Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus 

Kepolisian Resor Mandailing Natal)” membahas tentang: penerapan 
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sanksi main hakim sendiri dan tinjauan hukum islam terhadap main 

hakim sendiri. Hasil dari penelitian tersebut yaitu Menyimpulkan 

bahwa main hakim sendiri bertentangan dengan nilai-nilai hukum 

Islam dan perlu ditegakkan dengan sanksi yang tegas. 
53

 

Dalam penelitian ini memiliki persamaan dengan tema yang 

akan peneliti bahas yaitu Sama-sama membahas main hakim sendiri 

sebagai tindak pidana dan pelanggaran hukum. Perbedaannya dengan 

penelitian yang penulis lakukan yaitu, penulis melakukan penelitian, 

terhadap Peran Kepolisian Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum 

Masyarakat Untuk Mencegah Tindak Pidana Main Hakim Sendiri 

(Eigenrechting) di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kabupaten 

Kampar. 

3. Riva Cahya Limba, Skripsi, (2018) “Peranan Penyidik Terhadap 

Perbuatan Main Hakim Sendiri (Eigenrichthing) (Studi Pada Polresta 

Bandar Lampung)” membahas tentang: peran penyidik dalam 

melaksanakan perannya terhadap perbuatan main hakim sendiri 

(eigenrichting) dan factor penghambat penyidik dalam melaksanakan 

perannya terhadap perbuatan main hakim sendiri (eigenrichting). 

Hasil dari penelitian tersebut yaitu Menemukan hambatan dalam 
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pelaksanaan peran penyidik karena kurangnya bukti dan partisipasi 

masyarakat.
54

  

Dalam penelitian ini memiliki persamaan dengan tema yang 

akan peneliti bahas yaitu Sama-sama membahas peran aparat penegak 

hukum terhadap main hakim sendiri. Perbedaannya dengan penelitian 

yang penulis lakukan yaitu, penulis melakukan penelitian, terhadap 

Peran Kepolisian Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum 

Masyarakat Untuk Mencegah Tindak Pidana Main Hakim Sendiri 

(Eigenrechting) di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kabupaten 

Kampar. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Sifat Penelitian 

Adapun jenis dan sifat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian 

yuridis sosiologis, yaitu penelitian hukum yang melihat bagaimana hukum 

diterapkan dalam kenyataan sosial. Penelitian ini tidak hanya mengkaji 

peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga melihat praktik 

pelaksanaannya secara langsung di lapangan. Oleh karena itu, penulis 

melakukan observasi dan wawancara dengan aparat kepolisian, khususnya 

Bhabinkamtibmas, serta masyarakat di wilayah hukum Polres Kampar untuk 

menggali data mengenai peran kepolisian dalam meningkatkan kesadaran 

hukum masyarakat guna mencegah tindakan main hakim sendiri 

(eigenrichting).
55

 

2. Sifat Penelitian 

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif, yaitu penelitian 

yang bertujuan untuk mendeskripsikan sifat yang tepat dari seorang 

individu, keadaan gejala kelompok tertentu, untuk menemukan penyebaran 

gejala lain di masyarakat.
56
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B. Pendekatan Penilitian 

Pendekatan penelitian ini dilakukan dengan cara pendekatan efektivitas 

hukum yaitu segala bentuk upaya yang dapat dilakukan agar aturan hukum yang 

ada dalam masyarakat benar-benar hidup dalam masyarakat, artinya hukum 

tersebut benar-benar berlaku secara yuridis, sosiologis, dan filosofis.
57

 

C. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Kepolisian Resort (Polres) 

Kabupaten Kampar, yang berlokasi di Jalan Prof. Mohd. Yamin, S.H. No. 455, 

Kecamatan Bangkinang, Kabupaten Kampar. Lokasi ini dipilih karena relevan 

dengan fokus penelitian mengenai peran kepolisian dalam meningkatkan 

kesadaran hukum masyarakat untuk mencegah tindakan main hakim sendiri 

(eigenrichting). Perilaku main hakim sendiri di wilayah ini kerap terjadi akibat 

rendahnya kesadaran hukum, kurangnya kepercayaan terhadap aparat penegak 

hukum, serta lambatnya proses penanganan perkara. Oleh karena itu, Polres 

Kampar menjadi objek yang tepat untuk mengkaji strategi pencegahan yang 

dilakukan oleh pihak kepolisian. 

D. Informan Penelitian  

Dalam Penilitian ini peneliti menggunakan Informasi Kunci (Informan Key) 

dan Informan sebagai berikut: 

1. Informasi Kunci (Informan Key) adalah Ps Kanit Bhabinkamtibmas 

Kabupaten Kampar, Bhabinkamtibmas Kabupaten Kampar, Phl 

Binmas Kabupaten Kampar dan Phl Data Min Reskrim Kampar. 
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2. Informan Tambahan Masyarakat 

Tabel III.I 

Informan dalam kegiatan penelitian 

No Subjek Informan 

Key 

Informan 

tambahan 

1 Ps Kanit Bhabinkamtibmas Kabupaten Kampar 1  

2 Bhabinkamtibmas Polsek Tapung 1  

3 Bhabinkamtibmas Polsek Kuok 1  

4 Phl Binmas Kabupaten Kampar  1 

5 Phl Data Min Reskrim  1 

6 Masyarakat 2  

 Jumlah 7 

Sumber: Data Lapangan, 2025 

E. Data dan Sumber Data 

Data adalah semua keterangan seseorang yang dijadikan responden maupun 

yang berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistic atau dalam 

bentuk lainnya guna keperluan penelitian yang dimaksud. Jenis dan sumber data 

yang diperlukan dalam penelitian ini bersumber dari lapangan dan literature, 

meliputi: 

a) Data primer  

Data primer adalah data yang diambil langsung dari narasumber 

yang ada dilapangan dengan tujuan agar penelitian ini memperoleh 

informasi yang lebih jelas. Teknik yang digunakan dalam menentukan 

narasumber yaitu menentukan jumlah narasumber tersebut yaitu dari 

Aparat Kepolisian Bhabinkamtibmas Kabupaten Kampar. 

b) Data Sekunder  
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Data skunder adalah data yang diperoleh dari sumber eksternal 

maupun sumber internal. Dalam penelitian ini penulis mendapatkan 

data dari buku-buku, literatur, internet, jurnal, skripsi, yang berkaitan 

serta data lainnya yang dapat membantu ketersediaan data yang 

relevan dengan tema penelitian ini. 

c) Data tersier 

Data tersier ialah data yang memberikan petunjuk maupun 

penjelasan terhadap data primer dan maupun sekunder, misalnya 

kamus Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, ensiklopedia dan lain-lain.
58

 

F. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan melakukan 

pengamatan langsung ke lapangan dan yang menjadi objek penelitian. Maka dari 

itu untuk memperoleh data yang di perlukan, peneliti menggunakan teknik 

pengumpulan data sebagai berikut : 

a) Wawancara  

Merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan secara 

langsung terhadap obyek yang diteliti guna mendapatkan data primer 

yang dilakukan dengan wawancara. Wawancara adalah cara untuk 

memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang 

diwawancarai, Penulis dalam hal ini akan mengadakan tanya jawab 

secara langsung terhadap pihak-pihak yang terkait dengan penelitian. 

dalam hal ini pihak Umum Polres Bangkinang. 
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b) Tinjauan Pustaka  

Yaitu penulis mengumpulkan sumber dari buku-buku referensi 

yang berkaitan dengan masalah penelitian yang akan diteliti 

diantaranya buku, jurnal, dan lain-lain untuk melengkapi data dalam 

penelitian. 

c) Observasi  

Observasi yaitu pengamatan langsung kelapangan terhadap 

objek yang diteliti dalam penelitian ini. Data yang didapat di lapangan 

kemudian dicatat dan selanjutnya catatan tersebut dianalisis. 

c) Dokumentasi  

Dokumentasi adalah suatu kegiatan mengumpulkan data tertulis 

yang mengandung penjelasan dan keterangan serta pemikiran tentang 

fenomena yang masih aktual dan sesuai dengan masalah penelitian 

G. Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

kualitatif, yaitu dengan mengolah data hasil observasi dan wawancara baik secara 

tertulis maupun lisan dari narasumber terkait. Data tersebut dianalisis berdasarkan 

fakta di lapangan mengenai peran kepolisian, khususnya Bhabinkamtibmas, dalam 

meningkatkan kesadaran hukum masyarakat untuk mencegah tindak pidana main 

hakim sendiri di wilayah Polres Kampar, kemudian disimpulkan secara sistematis 

untuk memperoleh pemahaman yang mendalam terhadap permasalahan yang 

diteliti. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sudah dilakukan tentang 

Peran Kepolisian dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat untuk 

Mencegah Tindak Pidana Main Hakim Sendiri (Eigenrechting) di Wilayah 

Hukum Kepolisian Resort Kabupaten Kampar. Dapat disimpulkan sebagai 

berikut: 

1. Peran Kepolisian dalam meningkatkan kesadaran hukum dan 

mencegah tindakan main hakim sendiri dilakukan melalui sosialisasi 

dan penyuluhan hukum, seperti di desa-desa Kabupaten Kampar, serta 

partisipasi dalam kegiatan masyarakat. Kurangnya pemahaman dan 

kepercayaan terhadap hukum menjadi penyebab utama tindakan main 

hakim sendiri. Karena itu, peran aktif Bhabinkamtibmas sangat 

penting untuk membina warga, menciptakan lingkungan aman dan 

tertib, serta mencegah konflik. 

2. Hambatan Kepolisian, khususnya Bhabinkamtibmas, dalam 

meningkatkan kesadaran hukum untuk mencegah tindakan main 

hakim sendiri di Kabupaten Kampar, adapun kendala yang dihadapi 

oleh Kepolisian Kabupaten Kampar tersebut diantaranya rendahnya 

Pendidikan dan Pemahaman Hukum, Ketidakpercayaan terhadap 

Aparat Penegak Hukum, Budaya dan Kebiasaan Lokal, kurangnya 

Sosialisasi Hukum yang Efektif. 
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B. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka saran yang dapat penulis berikan 

yaitu : 

1. Perluasan dan Intensifikasi Sosialisasi Hukum agar kegiatan 

sosialisasi hukum oleh kepolisian dilakukan lebih sering dan 

menjangkau lebih banyak lapisan masyarakat, termasuk daerah 

terpencil atau masyarakat dengan akses terbatas terhadap informasi 

hukum. Serta peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Polisi. 

Menyampaikan harapan agar institusi kepolisian lebih terbuka dalam 

menangani kasus, terutama yang melibatkan pihak berpengaruh, agar 

masyarakat tidak kehilangan kepercayaan terhadap sistem hukum. 

2. Peningkatan Respon terhadap Laporan Warga. Mendorong polisi 

untuk memberikan respon yang cepat dan profesional terhadap 

laporan masyarakat agar tidak menimbulkan keinginan untuk main 

hakim sendiri dan pentingnya Pendidikan Hukum sejak dini, untuk 

membentuk pemahaman yang kuat tentang proses hukum dan 

pentingnya menghormati aturan yang berlaku  dan pemberian Sanksi 

Tegas terhadap Pelaku Main Hakim Sendiri. 
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